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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan
Gampong yang baik, keuangan gampong dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Gampong, dikelola secara tertib,
dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis,
transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan
asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
maka perlu menetapkan Standar Biaya Pemerintah
Gampong Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh
Utara tentang Standar Biaya Pemerintahan Gampong Tahun
2023;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62 (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hupungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6759);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMIK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/
PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
Dana Desa;

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten
Aceh Utara Nomor 156);
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15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
(Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Gampong sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan
Gampong (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016
Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG STANDAR
BIAYA PEMERINTAH GAMPONG TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya Pemerintah Gampong adalah satuan biaya
berupa harga satuan, tarif, dan indeks dan merupakan
biaya maksimal pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan belanja Gampong.

2. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang
berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang
berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

3. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Keurani Gampong
beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas
dalam penyelenggara Pemerintahan Gampong.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang
selanjutnya disingkat APBGampong, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan Gampong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Standar Biaya Pemerintahan Gampong
dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan
APBGampong Tahun Anggaran 2023

Pasal 3

Penyusunan Standar Biaya Pemerintahan Gampong

bertujuan:

a.untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja
program atau kegiatan dalam rangka mewujudkan
pengelolaan keuangan gampong yang berbasis kinerja; dan

b. sebagai alat ukur belanja program atau kegiatan
pemerintahan gampong dan penyeragaman besaran satuan
sejenis yang digunakan oleh gampong di Kabupaten Aceh
Utara.



BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Standar Biaya Pemerintah Gampong terdiri
dari :

a. biaya penghasilan tetap dan honorarium;

b. satuan belanja pengadaan barang dan jasa;

c. biaya perjalanan dinas;

Pasal 5

(1) Standar biaya Pemerintah Gampong merupakan harga
tertinggi (maksimal) dalam pelaksanaannya disesuaikan
menurut harga pasar yang berlaku, proporsional, wajar, hemat
serta dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Standar Biaya Pemerintah Gampong yang tidak tercantum
dalam Peraturan Bupati ini, mengacu pada Keputusan Bupati
Nomor 900/627/2022 tentang Standar Biaya Umum
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023.

(3) Standar Biaya Pemerintah Gampong yang melebihi harga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan menurut
harga/tarif yang berlaku di pasar secara nyata, hemat, wajar
dan dapat dipertanggungjawabkan, yang dalam
pelaksanaannya dibuktikan paling sedikit 2 (dua) hasil survei
pasar dari supplier/pabrikan/distributor/agen/toko dan/
atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Standar Biaya Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sudah termasuk pajak dan biaya lain yang
melekat pada belanja tersebut.

Pasal 7

(1) Standar biaya Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 digunakan dalam perencanaan dan
pelaksanaan APBGampong dalam Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2023.

(2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya Pemerintah
Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi
sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran
Pemerintah Gampong;

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan
dan Belanja Gampong.

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Pemerintah
Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi

sebagai:
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a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat melampaui
dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

b. estimasi merupakan perkiraan besaran biaya tertinggi
vang dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk
karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 8

(1) Standar biaya Pemerintahan Gampong Tahun 2023 tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) yang sumber pendanaan vang berasal dari Pemerintah
Pusat dan atau Pemerintahan Aceh dan atau sumber lainnya
yang telah mempunyai ketentuan standar tersendiri, dapat
mengambaikan ketentuan vang tercantum dalam lampiran
peraturan Bupati ini dan dicantumkan dalam APBGampong.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannva
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 12 Januari 2023 M

"
s

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 12 Januari 2023 M
19 Jumadil Akhir1444 H

., "SEKRETARIS DAERAH

S

UPATEN ACEH UTARA.,

W adMURTALA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023 NOMOR



LAMPIRAN

PERAT BUPATI ACEH UTARA

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH GAMPONG TAHUN 2023

Penghasilan Tetap /Honorarium
1. Penghasilan Tetap Perangkat Gampong

No Uraian Satuan Jumlah Ket
1 |Geuchik OB Rp 2,426,640
2 |Keurani non PNS OB Rp 800,000
3 |Keurani Cut Keuangan OB Rp 450,000
4 |Keurani Cut Umum dan Perencanaan OB Rp 450,000
5 |Kepala Seksi Pemerintahan dan Kemasyarakatan OB Rp 450,000
6 |Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan OB Rp 450,000
7 |Ulee Jurong OB Rp 450,000
2. Penghasilan tetap Tuha Peut
No Uraian Satuan Jumlah Ket
Ketua Tuha Peut oB p. 600,000
2 |Wakil Ketua Tuha Peut OB Rp. 325,000
2 |Anggota Tuha Peut OB Rp. 260,000
3. Honorarium Staf
No Uraian _ Satuan Jumlah Ket
1 _{Operator Komputer OB Rp 300,000
4. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
No Uraian Satuan Jumlah Ket
1 |Kegiatan s.d Rp. 50.000.000
- Ketua OB Rp 250,000
- Sekretaris OB Rp 200,000
- Anggota OB Rp 150.000
2 |Kegiatan di atas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 150.000.000
- Ketua OB Rp 350,000
- Sekretaris OB Rp 300,000
- Anggota OB Rp 250,000
3 _{Kegiatan di atas Rp. 150.000.000 s.d Rp. 500.000.000
- Ketua OB Rp 450,000
- Sekretaris OB Rp 400,000
- Anggota OB Rp 350,000
4 |Kegiatan di atas Rp. 500.000.000
- Ketua OB Rp 550,000
- Sekretaris OB Rp 500,000
- Anggota OB Rp 450,000
5. Honorarium Tenaga Keagamaan
No Uraian Satuan Jumlah Ket
Imum Meunasah - 0B D. 675,000
2 1Guru Taman Pendidikan Al-Quran OB ; 350,000
3 |Guru Balai Pengajian_ OB p. 250,000
4 _1Guru Pengajian Majelis Ta'lim oB D. 500,000
6. Honorarium Tim Penyususn RPJMGampong
No : Uraian Satuan Jumlah Ket
1 |Pembina OB Rp. 250,000 Dibayar
2 |Ketua OB Rp. 200,000 | maks. 3 {tiga)
3 |Anggota 2 OB Rp. 150,000 bulan
7
7. Honorarium Tim Penyusun RKPGampong
No Uraian Satuan Jumlah Ket
1 |Pembina OB P- 250,000 Dibayar
2 |Ketua OB Rp. 200,000 | maks. 2 (dua)
3 |Anggota OB Rp. 150,000 bulan
8. Honorarium Instruktur/Pelatih /Narasumber Dalam Rangka Rakor/Diklat/Bimtek
No Uraian Satuan Jumlah Ket
2 |Pejabat Eselon 11l ke bawah (Provinsi) Orang/Jam [Rp 400,000
3 |Pejabat Eselon II {(Kabupaten) Orang/Jam |Rp 400,000




4 |Pejabat Eselon III ke bawah (Kabupaten) Orang/Jam |Rp 350,000
5 |Tenaga Ahli/Akademisi/Praktisi (Provinsi) Orang/Jam |Rp 300,000
6 |Tenaga Ahli/Akademisi/Praktisi (Kabupaten) Orang/Jam |{Rp 250,000
7 |Tenaga Ahli/Praktisi (Kecamatan) Orang/Jam |Rp 200,000

Keterangan :

1. Instruktur/Pelatih/Narasumber yang berasal dari luar daerah dapat diberikan bantuan biaya perjalanan
dinas,konsumsi dan akomodasi sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Honorarium tidak dapat diberikan untuk Instruktur/Pelatih /Narasumber yang berasal dari Unsur
Perangkat Gampong dan Penyelenggara Pemerintahan Gampong yang oleh peserta dari Gampong yang
bersangkutan.

3. Honorarium tidak dapat diberikan untuk Instruktur/Pelatih/Narasumber yang berasal dari Unsur Tenaga

Ahli Pendamping Kabupaten, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa.

9. Honorarium Petugas Kesehatan

NO

URAIAN

SATUAN

STANDAR BIAYA

1

Insentif Kader Posyandu

OB

Rp. 150,000

Belanja Pengadaan Barang/Jasa
1. Biaya Makanan dan Minuman dalam Rangka Pelatihan/ Diklat/ Bimtek/ Musyawarah/ Majelis Ta'lim dan

Kebutuhan Lainnya

No Uraian Satuan Jumlah | Ket
1 [Nasi Kemasan Standar Kotak 26,000 | Harga tersebut sdh termasuk
Nasi Bungkus Bungkus 23,000 PPN/PPh dan Pajak Daerah
3 |Snack Kemasan Standar Kotak 8,000 (Restoran)
2. Belanja Perjalanan Dinas
Geuchik, Keurani dan Keurani Cut,
Imum dan | Anggota Tuha Kepala
: . . Ketua Tuha Peut Urusan
N E t Perjal D ’
o ingkat Perjalanan Dinas Peut Bendahara
dan Staf
Gampong
1 |Dari Gampong ke Ibukota Kecamatan
- Perjalanan kurang dari 2 Km 25,000 20,000 15,000
- Pe.ljjalanan diatas 2 Km 35,000 30,000 25,000
2 |Dari Gampong ke Ibukota Kabupaten/
Lhokseumawe / Lhoksukon
Uang Harian :
- Perjalanan Kurang dari 10 Km 50,000 40,000 30,000
‘;chalanan_ll_md 20 Km 70.000 60.000 50.000
- Per:!a.lanan 2_1 s.d 30 Km 90,000 80,000 70,000
- Perjalanan diatas 30 Km 120,000 100,000 90,000
3 |Luar Kabupaten Dalam Provinsi Aceh
1. Uang Harian :
- Uang Makan 150,000 140,000 130,000
- Uang Saku 110,000 100,000 90,000
- ‘:Fransnor _Lokal 100,000 100,000 100,000
2. Biaya Penginapan 500,000 450,000 400,000
4 |Luar Provinsi Aceh dalam Pulau Sumatera
1. Uang Harian
- Uang Makan 150.000 140,000 130,000
- Uang Saku 120.000 110.000 100.000
- ':l"ransgor I.okal 100,000 100,000 100,000
2. Biaya Penginapan 450,000 400,000 350,000
5 |Luar Provinsi Aceh selain Pulau Sumatera
1. Uang Harian
- Uang Makan 200,000 180,000 150,000
- Uang Saku 155,000 145,000 140,000
- Transpor Lokal 175,000 165,000 160,000
2. Biava Penginapan 600,000 550.000 500.000




Keterangan :
1. Biaya transport angkutan darat/laut/udara dibayar at cost (sesuai dengan kenyataan)

2. Pejabat yang berwenang memerintahkan dan menandatangani ST dan SPD adalah:
ST Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Aceh ditandatangani oleh kepala DPMPPKB dan SPD

1.

2.

3.
3. Perjalanan dinas dibuktikan dengan SPD yang

Perjalanan dinas luar daerah dilakukan maksimum selama 4 {empat) hari, kecuali terhadap perjalanan
dinas luar daerah vang membutuhkan waktu lebih, dapat diberikan Jika adanya dasar pemberitahuan dan

alasan vang cukup

perjalanan dinas yang dilakukan keluar tempat kedudukan, di luar wilayah Kabupaten Aceh Utara dan

Kota Lhokseumawe untuk kepentingan gampong atas perintah pejabat vang berwenang

Perjalanan dinas dalam daerah dan Perjalanan dinas luar daerah dapat dilakukan setelah mendapat ST

dan SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

ditandatangani oleh Geuchik.

ST Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Aceh ditandatan

oleh Geuchik.

ST dan SPD Perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Geuchik

berkompeten ditempat tujuan

divalidasi oleh aparat pemerintahan atau petugas vang

gani oleh Camat dan SPD ditandatangani

4. Pejabat yang berwenang menandatangani SPD pada saat tiba kembali adalah sebagai berikut:

! Luar Provinsi Aceh ditandatangani oleh Kepala DPMPPKB.
P 2 Dalam Provinsi Aceh ditandatangani oleh Camat

3 Dalam Daerah ditandatangani oleh Geuchik

Operasional Lembaga Gampong Lainnya :

No Uraian Besaran (Rp) Satuan
1 {Operasional PKK Gampong 4,000,000 /Tahunan
Operasional Posyandu 2,500,000 /Tahunan

Keterangan :
- Operasional PKK Gampong digunakan untuk operasional pokja PKK Gampong




